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Abstrak 

 
Prinsip Common Heritage of Mankind dalam sistem Hukum Laut Internassional adalah prinsip yang 
memberikan kebebasan terhadap Sumber Daya Alam yang terdapat di Kawasan Dasar Laut 
Internasional atau Seabed Area. Dimana dalam pengaturannya Hukum Internasional memberikan 
kewenangan terhadap sebuah Organisasi Internasional yang bernama International Seabed Authority 
untuk melaksanakan peranannya sebagai pengawasa terhadap terlaksananya prinsip Common 
Heritage of Mankind di Kawassan Dasar Laut Internasional. Pengaturan mengenai Prinsip Common 
Heritage of Mankind diatur dalam Pasal 136 International Convention On The Law Of The Sea,  Part 
XI  The Area yang menyatakan bahwa “ the area and its resources are the common heritage of 
mankind”. Dalam menerapkan prinsip Common Heritage of  Mankind yang terdapat dalam Bab XI 
UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian dibentuk 
Organisasi Internasional yang berwenang secara  penu dalam mengatur dan mengelola sumber daya 
yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana Warisan Bersama Umat Manusia 
atas nama ia bertindak. 

 
Kata kunci: Warisan umum umat manusia, dasar laut internasional, unclos 1982 
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1. PENDAHULUAN 
Hukum Laut Internasional merupakan salah satu cabang Hukum Internasional yang 

mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam setidaknya 50 tahun terakhir ini dan 
akan selalu berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu. Sebelum diadakannya 
Konferensi Hukum Laut Internasional atau yang bisa disebut First United Nations Conference 
on the Law of the Sea(UNCLOS I)pada tahun 1958 pemanfaatan laut diatur oleh hukum 
kebiasaan internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi kelautan dan kemampuan 
negara Negara untuk mengadakan eksplorasi sumber daya laut terutama minyak, keterikatan 
akan wilayah laut menjadi suatu tren pada tahun 1930. Sehingga, masyarakat Internasional 
memutuskan untuk mengadakan kondisikan hukum laut Internasional, alhasil membutuhkan 
hampir 30 tahun untuk mengkodifikasikan ketentuan-ketentuan hukum laut Internasional, 
dimulai pada tahun 1958 ketika diselenggarakannya UNCLOS I, diikuti dengan Konfrensi 
Hukum Laut Internasional II (UNCLOS II) pada tahun 1960, diikuti oleh konferensi Hukum Laut 
Internasional III (UNCLOS III) yang dimulai pada tahun 1973 dan berakhir pada tahun 1982, 
ketika diadopsinya konvensi Internasional Hukum Laut (KHL 1982) atau yang bisa dikenal 
dengan United Nation Convention on the Law of the sea (UNCLOS 1982). 

Pada tanggal 17 Desember 1970, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengeluarkan dua resolusi, yaitu  The declaration of principles governing the seabed and 
subsoil thereof beyond the limits of national jurisdiction, yang pada prinsipnya mengatur Sea-
Bed dengan konsep Common Heritageof Mankind; dan keputusan untuk mengadakan the 
Third United Nations Conference on the Law of the Sea atau UNCLOS III (resolution 2570). 
Konferensi tersebut diadakan di New York pada tahun 1973, melalui 11 sesi dan berakhir 
sembilan tahun kemudian dengan diadopsinya the United Nation Convetion on the Law of the 
Sea 1982 yang kemudian dikenal dengan sebutan UNCLOS 1982. Konvensi ini terdiri dari 
XVII bagian, 320 Pasal dan IX Annex. 

Wilayah perairan di luar batas Zona Ekonomi Eksklusif disebut dengan High Seas atau 
Laut Lepas. High Seas Convention mengikuti adanya 4 kebebasan di laut bebas yang meliputi 
kebebasan pelayaran, kebebasan menangkap ikan, kebebasan meletakkan kabel dan pipa 
bawah laut serta kebebasan penerbangan pada ruang udara di atas laut bebas. Hal ini 
kemudian diadopsi oleh UNCLOS 1982 dengan menambahkan kebebasan membangun 
pulau buatan untuk mengadakan penelitian kelautan.  Konsep Zona Ekonomi Eksklusif dan 
Negara Kepulauan, defenisi Laut Lepas perlu disesuaikan. Pasal 87 UNCLOS 1982 
mendefenisikan laut lepas sebagai “all parts of the sea that are not included in the exclusive 
economic zone, in the territorial sea or in the internal waters of a state, or in the archipelagic 
waters of an archipelagic state.” (Semua bagian laut yang tidak termasuk dalam zona ekonomi 
ekslusif, di laut territorial atau di perairan internal suatu negara, atau diperairan kepulauan 
negara kepulauan). Dengan demikian Laut Lepas terbuka bagi semua negara dan tidak ada 
suatu Negara pun yang dapat menegakan kedaulatannya dilaut lepas. Hal ini dengan 
pengecualian diakuinya prinsip Negara Bendera di Laut Lepas. Di Laut Lepas, kapal yang 
mengibarkan suatu bendera negara dapat dianggap sebagai kepanjangan wilayah daratan 
negara tersebut (floating islands) dan konsekuensiya terhadap kapal tersebut di Laut Lepas 
yurisdiksi negara bendera dapat ditegakkan. Ketentuan tentang Laut Lepas yang diatur dalam 
UNCLOS 1982 sebagian besar diadopsi dari High Sea Convention 1958. Pasal 2 High Sea 
Convention1958 menyebutkan “high seas are open to all states , and no states may validly 
purport to subject any part of them to its sovereignty”. Bab XI UNCLOS 1982 untuk 
menyeimbangkan akomodasi conflicting interests sebagai mana dijelaskan sebelumnya dan 
Bab ini mengatur rezim hukum yang kompleks. Secara umum prinsip sea-bed yang 
dituangkan  dalam Bab XI UNCLOS 1982. 

Badan Otoritas yaitu International Sea-Bed Authority (ISBA)Untuk melaksanakan semua 
prinsip umum tersebut diatas. Akan tetapi sangatlah keliru mengatakan bahwa Sea-bed 
dikelola oleh ISBA, karena banyak pemanfaatan sea-bed yang tidak berhubungan dengan 
ekspolitasi sea-bed tidak perlu dilakukan dengan persetujuan ISBA, seperti peletakan kabel 
dan pipa bahwa laut serta kegiatan penelitian kelautan. ISBA merupakan suatu Badan Otorita 
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di mana negara-negara mengatur dan mengontrol semua aktivitas yang berhubungan dengan 
mineral-mineral di sea-bed  yang berada dilaut yuridiksi nasional suatu Negara.  

 
2. METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.  yaitu penelitian yang dilakukan 
dengan mengkaji fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang ada dilapangan yang 
berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Maka jika metode penelitian hukum 
normatif yang dipilih, peneliti tentu tidak akan menggunakan metode kuantitatif dalam 
penelitian tersebut, peneliti tersebut menggunakan Kualitatif, jadi metode kualitatif digunakan 
dalam Penelitian Normatif maupun dalam empiris. 

Data Primer dalam penelitian ini adalah UUD 1945, sedangkan berupa buku-buku  dan 
tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian adalah bahan Hukum 
Sekunder dan Hukum Tersier yaitu kamus hukum, ensiklopedia. 

Alat pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah studi kepustakaan (library 
research), yang terkait dengan perkara yang menjadi objek penelitian dan karyatulis dari ahli 
hukum yang ada relevansinya atau kaitannya denganobyek penelitian yang akan dibahas. 

Maka dari itu analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu 
pemilihan Teori-teori, Asas-asas, Norma-norma, Doktrin dan Pasal-pasal di dalam Undang-
undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut 
sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang 
akan dibahas dalam 
 
3. HASIL  
Prinsip Common Heritage of Mankind Menurut United Nation Convention On The Law 
Of The Sea 1982 

Tidak ada cabang Hukum Internasional yang lebih banyak mengalami perubahan-
perubahan secara Revolusioner setelah empat dekade terkahir, dan khususnya selama satu 
setengah dekade terakhir, selain dari pada Hukum Laut dan jalur-jalur Maritim (Maritime 
Highways). Penandatanganan akhir pada tanggal 10 Desember 1982, oleh sejumlah besar 
negara (tidak kurang dari 118 negara) yang terwakili dalam konfrensi Perserikatan Bangsa-
Bangsa Ketiga tentang Hukum Laut 1973-1982 (UNCLOS) guna menyususn suatu ketentuan 
Hukum Internasional yang komprehensif yang berkaitan dengan Hukum Laut dibawah judul 
Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut. 

United Nation Convention On The Law Of The Sea II merupakan hasil dari konvensi yang 
diadakan dari tanggal 17 Maret sampai dengan 26 April 1960. Konvensi ini lahir dalam upaya 
untuk menangani isu-isu yang belum terpecahkan setelah UNCLOS I. Kemudian Majelis 
Umum PBB mengadakan Konvensi ke-2 mengenai Hukum Laut (UNCLOS II). Konvensi ini 
membicarakan tentang lebar Laut Teritorial dan Zona Tambahan Perikanan, namun masih 
mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan Konvensi lagi. 

Konvensi Hukum Laut 1982 menetapkan laut sebagai CMH, mendefenisikan dan 
mengalokasikan wewenang atas Zona Maritim yang penting (misalnya Laut Teritorial, Zona 
Bersebelahan, Zona Ekonomi Eksklusif, High Seas. Batas Kontinental dan Dasar Laut yang 
dalam). Perjanjian itu membahas batas-batas Laut Teritorial, bagian atas dan bawah laut, 
navigasi dan Transit Internasional melalui berbagai Zona, serta Konservasi dan Pengelolaan 
sumber kekayaan hayati. Konvensi Hukum Laut juga memasukan Kode Etik yang difokuskan 
pada perlindungan sumber daya yang digunakan untuk tujuan damai. Tanggung jawab untuk 
kepatuhan, kerja sama dan bantuan teknis, dan tanggung jawab untuk kerusakan. 

Kesimpulannya, bahwa konsep Common Heritage of Mankind Rezim yang diusulkan 
untuk diberlakukan terhadap Kawasan Dasar Laut dan Ocean Floor yang berada di luar 
yuridiksi nasional suatu negara bukan merupakan prinsip hukum saat ini tetapi hanya sebuah 
refleksi dari aspirasi politik dan paling baik, komitmen moral dan tidak menyiratkan penilaian 
nilai de lege ferenda. 

Hanya dalam kaitannya dengan dasar laut dapat dikatakan bahwa Prinsip CHM mirip 
dengan Jus Cogens mengingat fakta bahwa Pasal 311/6 dari Konvensi 1982 menyatakan 



Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM] 

Vol 1 Nomor 3 November 2021, hal 1-7 

ISSN: 2808-6708 

 

4 

 

Jurnal Homepage: http://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum 

bahwa tidak ada amandemen yang akan dibuat untuk “Prinsip dasar CMH” ini berarti bahwa 
setelah 1994, intinya dari konsep tersebut, yaitu non-approriation dan manjemen internasional 
telah diterima daripada ide CHM yang dibuat-buat pada tahun 1970-an. Inti dari CHM juga 
telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional untuk ruang angkasa. 

Agar prinsip Warisan Bersama Umat Manusia ini dapat terwujud, maka perlu diadakan 
kerja sama internasional dengan memperhatikan tingkat kemampuan negara berkembang 
yang masih rendah untuk ikut serta dalam kegiatan penambangan di Kawasan. Alih teknologi 
dalam kegiatan ini mutlak diperlukan agar terjadi pemerataan gelombang pembangunan 
ekonomi negara-negara di dunia. Prinsip Hukum Internasional yang menjadi landasan 
pelaksanaanya adalah prinsip-prinsip mengenai International Cooperation for development 
(kerja sama internasional untuk pembangunan negara-negara berkembang) dan right to 
benefit from science and technology (hak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi). 
 
4. PEMBAHASAN 
Peran International Seabed Authority Dalam Penerapan Common Heritage Of Mankind 

International Seabed Authority adalah Badan Internasional yang berkedudukan di 
Kingston, Jamaika. Didirikan untuk mengatur dan mengendalikan semua kegiatan terkait 
Mineral diwilayah Dasar Laut Internasional (The Area) di luar batas nasional yuridiksi. 
Keberadaan dari International Seabed Authority ini sendiri merupakan organsisasi yang 
didirikan oleh Konvensi Hukum Laut International (UNCLOS) 1982. 

Asas pokok dari Otorita adalah, asas persamaan kedaulatan (The Principle of sovereign 
equality) dari semua negara anggotanya (Pasal 157 ayat 3) asas kedua adalah asas itikad 
baik (good faith) (ayat 4) bahwa setiap negara anggota Otorita harus melaksanakan 
kewajibannya demi terjaminnya hak dan keuntungan mereka yang timbul dari 
keanggotaannya. 
Pengawasan Yang Dilakukan International Seabed Authority Dalam Penerapan 
Common Heritage Of Mankind 

Keseimbangan antara kepentingan berbagai kelompok negara kelihatannya cukup sulit 
untuk dilaksanakan. Pasal 153 konvensi menetapkan garis-garis besarnya. Paragraf pertama 
Pasal tersebut meletakan prinsip dasar bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Zona 
diorganisasi dilakukan dan diawasi oleh Otorita atas nama seluruh umat mansuia. 

Konvensi Hukum Laut menyatakan bahwa sumber daya alam yang terletak  didasar laut 
hanya dapat dimanfaatkan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Hukum Internasional. 
Negara, entitas komersial, dan orang perseorangan dapat mengajukan permohonan kepada 
Otoritas Dasar Laut Internasional untuk melakukan kegiatan di Area dan ketika suatu Rencana 
Kerja disetujui, ini mengambil bentuk kontrak. Namun perlu dicatat bahwa badan usaha milik 
negara, perusahaan swasta dan orang perseorangan yang ingin melakukan kegiatan di 
Kawasan harus disponsori oleh negara tempat mereka menjadi warga  negara. Negara ini 
memikul tanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan atau orang perseorangan 
yang mereka sponsori bertindak sesuai dengan ketentuan kontrak mereka dan kwajiban 
mereka dibawah Konvensi Hukum Laut. Meskipun ditekankan bahwa tidak mungkin ada 
tanggung jawab negara jika negara telah mengadopsi undang-undang dan telah mengambil 
langkah-langkah yang dalam rangka ketertiban hukum mereka, cukup tepat untuk 
mengamankan efektif kepatuhan oleh orang-orang dibawah yuridiksi-Nya. 

Kegiatan penegakan harus efektif untuk mecapai tingkat kepatuhan tertinggi dan harus 
sember daya yang tepat. Pada saat yang sama, perhatian harus diberikan pada ekonomi dan 
efisiensi. Pada waktunya seperti yang disarankan oleh satu negara anggota, pendekatan 
berbasis resiko untuk inspeksi harus dikembangkan untuk memastikan kecukupan dan 
sumber daya ahli ditargetkan untuk mengatasi resiko utama konsekuensinya sehubungan 
dengankegiatan di Area, persyaratan sumber daya dan pendekatan inspeksi akan dilakukan 
berubah dari waktu ke-waktu seiring berkembangnya data dan informasi, dan kebutuhan 
sumber daya akan dievaluasi kembalimengingat banyaknya eksplorasi dan pengembangan 
operasi ransum dan perkembangan diindustri. 
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Kegiatan penegakan tidak terbatas kepada Otoritas negara-negara yang mensponsori 
juga harus mengambil semua langkah yang diperlukan dan sesuai untuk menjamin kepatuhan 
yang efektif terhadap Konvensi. Langkah-langkah tersebut dapat mencakup mekanisme 
inspeksi dan berbagi informasi dan mungkin penempatan pengamat dikapal penambangan. 
Ini adalah masalah bagi negara atau negara sponsor, namun tindakan tersebut harus 
melengkapi atau mendukung mekanisme inspeksi Otoritas dan tidak menduplikasinya. 
Kegiatan penegakan hukum oleh negara bendera juga akan relevan bagi kegiatan di Area. 
Mekanisme lain untuk mendukung implementasi peraturan termasuk mekanisme pasar, 
seperti penyedia penilaian kesesuaian layanan, dimana kesesuaian dapat diverifikasi oleh 
entitas sektor swasta dan dimasa mendatang, asosiasi industri yang efektif. 
 
5. KESIMPULAN 

Common Heritage of Mankind merupakan prinsip hukum yang berlaku terhadap tiga 
wilayah yaitu: Ruang Angkasa dan Benda Langit lainnya (Outer Space and Moon Treaty), 
Kawasan Dasar Laut Internasional (Bab XI United Nation Convention On The Law Of the Sea 
dan Agreements 1994 UNCLOS), dan Benua Antartika (The Antartic Treaty).  

Dalam Konsep Common Heritage of Mankind terdapat tiga prinsip ketentuan terhadap 
penggunaan wilayah yang tunduk pada Prinsip Common Heritage of Mankind yaitu: Prinsip 
Penggunaan Secara Damai (Peaceful Use), Prinsip Penggunaan non-Ekslusif dimana 
wilayah-wilayah tersebut tidak tunduk kepada kedaulatan negara manapun, Keuntungan 
Bersama Umat Manusia, pemanfaatan wilayah tersebut harus ditujukan untuk kemaslahatn 
seluruh umat manusia bukan keutungan sepihak baik negara maupun entitas lainnya, Prinsip 
Pengelolaan Internasional, dimana dalam pengelolaanya terdapat entitas yang bersifat 
internasional yang diberikan kewenangan oleh negara untuk mengelola dan mengatur 
pemanfaatan suber daya alam yang teradapat di kawasan Common Heritage of Mankind 

Dalam menerapkan prinsip Common Heritage of  Mankind yang terdapat dalam Bab XI 
UNCLOS 1982 dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Implementasi 1994 yang kemudian 
dibentuk Organisasi Internasional yang berwenang secara  penu dalam mengatur dan 
mengelola sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang mana 
Warisan Bersama Umat Manusia atas nama ia bertindak.  

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif dan Negara Kepulauan, defenisi Laut Lepas perlu 
disesuaikan. Pasal 87 UNCLOS 1982 mendefenisikan laut lepas sebagai “all parts of the sea 
that are not included in the exclusive economic zone, in the territorial sea or in the internal 
waters of a state, or in the archipelagic waters of an archipelagic state.” (Semua bagian laut 
yang tidak termasuk dalam zona ekonomi ekslusif, di laut territorial atau di perairan internal 
suatu negara, atau diperairan kepulauan negara kepulauan). Dengan demikian Laut Lepas 
terbuka bagi semua negara dan tidak ada suatu Negara pun yang dapat menegakan 
kedaulatannya dilaut lepas. 

International Seabed Authority atau Otorita adalah Organisasi yang dibentuk untuk 
menjalankan fungsi dan perannya dalam melaksanakan Prinsip Common Heritage of Mankind 
terhadap Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam yang berada di luar batas yuridiksi 
nasional. Dengan dibentuknya Otorita diaharpakan pengelolaan sumber daya yang ada di 
Kawasan Dasar Laut dan Samudra Dalam dapat memberikan keadilan bagi negara-negara 
berkembang yang belum mampu secara teknologi memenfaatkan Kawasan Dasar Laut dan 
juga keuntungan dari pada pengelolaan sumber daya yang ada di Kawasan Dasar Laut tidak 
hanya dinikmati oleh Negara-negara maju tetapi juga seluruh umat manusia berdasarkan 
prinsip Common Heritage of Mankind itu sendiri 
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